SALINAN

PROVINSI PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 116 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN HONORARIUM PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLA KEUANGAN

Menimbang

Mengingat

PROVINSI PAPUA TENGAH

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah

Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
dan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pendoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 59 Tahun 2007, ditetapkan bahwa dalam
Pengelolaan Keuangan daerah, Gubernur merupakan pemegang
kekuasaan pengelolaan keuangan daerah;

. bahwa agar tugas, fungsi dan kewenangan Gubernur selaku

pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dapat
dilaksanakan secara Efektif dan Optimal;

. bahwa sehubungan dengan huruf b tersebut di atas, kepada

pelaksana kegiatan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan
daerah dipandang perlu diberikan honorarium dan penetapannya
dengan keputusan Gubernur Papua Tengah.

. Undang-Undang Dasar Pasal 18 ayat (6) Pemerintahan daerah

berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan peraturan
lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan

Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom
di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2907);

. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus

Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 415), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001
tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan

Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6805);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang
Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);

Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang
Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk
Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi
Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6731);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
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14. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Papua
Tengah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2022 Nomor
1);

15. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Papua
Tengah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2022 Nomor
2);

16. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 10 Tahun 2023
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi

Papua Tengah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi
Papua Tengah Tahun 2023 Nomor 10);

Surat Pengantar Sekretariat Daerah Biro Umum Nomor:
100/406.1/Biro Umum/VI/2023, Perihal: Permohonan Pembuatan
SK Gubernur, Nabire 19 Juni 2023.

MEMUTUSKAN:

Penetapan Honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan
Provinsi Papua Tengah.

Menetapkan Gubernur Selaku Pemegang Kekuasaan Pengeloaan
Keuangan Daerah .
Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Kekuangan Daerah
Gubernur mempunyai kewenangan sebagai berikut :
a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;
b. Menetapkan kuasa pengguna anggaran /pengguna barang;
c. Menetapkan bendahara penerima dan/atau bendahara
pengeluaran;
d. Menetapkan Pejabat yang bertugas melakukan pemungutan
penerimaan daerah;
e. Menetapkan Pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang
dan piutang daerah;
f. Menetapkan Pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan
barang milik daerah; dan
g. Menetapkan Pejabat yang bertugas melakukan pengujian atau
tagihan dan memerintahkan pembayaran.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi dan
kewenangan Gubernur selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan
Keuangan Daerah.

Kepada pelaksana kegiatan pemegang kekuasaan pengelola
keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA,
diberikan honorarium.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini
dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Papua Tengah, Tahun Anggaran 2023, pada Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah.
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KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan
mempunyai daya laku surut terhitung bulan Januari 2023.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 18 Agustus 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuajsdengan aslinya
Plt. KEPALX BIRO HUKUM,




